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ABSTRAK 

Syarif Prasetiyo. 201610115241. Implementasi pemenuhan hak bantuan Hukum 

terhadap Terdakwa yang tidak mampu di Peradilan Pidana. 
 

Hak terdakwa yang tidak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum. 

Meskipun, jelas diatur pada Pasal 54 KUHAP yang berbunyi guna kepentingan 

pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang 

atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, 

menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 114 jo 56 

KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa mendapat haknya untuk mendapatkan penasihat 

hukum dari sebelum proses penyidik, penyidik juga harus memberitahu kepada 

terdakwa tentang haknya untuk mendapat penasihat hukum. Memperhatikan asas 

keadilan dan hak asasi manusia maka seorang terdakwa berhak mendapatkan bantuan 

hukum sejak proses pemeriksaan pendahuluan sampai pemeriksaan pengadilan, dengan 

rumusan masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak 

mampu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Bagaimana implementasi 

perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam hal hak pendampingan 

Hukum . 

Pada penelitian ini, peneliti hendak menggunakan Metode penelitian hukum yuridis-

normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, penelitian 

hukum yuridis-normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan 

Kesimpulan Penelitian ini adalah masih belum maksimal dalam hal implementasi 

pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu karena dipengaruhi 

beberapa faktor, yaitu kinerja penegakan hukum yang dirasa belum maksimal mengacu 

dari pelanggaran yang masih ada dilapangan, minimnya kemampuan dan akses 

masyarakat terhadap bantuan hukum yang berkualitas, lemahnya kesadaran hukum 

masyarakat, serta lemahnya partisipasi masyarakat dan perwakilan rakyat dalam 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan yang berdampak 

pada masyarakat. 

 

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Tidak Mampu, Peradilan Pidana. 
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ABSTRACT 

 

Syarif Prasetiyo. 201610115241. Implementation of the fulfillment of the right to legal 

aid for incompetent defendants in criminal justice 

 

The rights of the accused who do not get assistance from legal counsel. Although, it is 

clearly regulated in Article 54 of the Criminal Procedure Code which reads that in the 

interests of defense, a suspect or defendant is entitled to legal assistance from one or 

more legal advisers during the time and at every level of examination, according to the 

procedures specified in this Law, and Article 114 jo. 56 KUHAP explains that the 

defendant has the right to obtain legal counsel from before the investigation process, 

the investigator must also inform the defendant about his right to obtain legal counsel. 

Taking into account the principles of justice and human rights, a defendant has the 

right to obtain legal assistance from the preliminary examination process to court 

examination, with the formulation of the problem regarding how legal protection is for 

underprivileged defendants in the criminal justice system in Indonesia and how is the 

implementation of legal protection for incompetent defendants. in terms of the right to 

legal assistance. 

In this study, the researcher wants to use the juridical-normative legal research 

method. Juridical-normative legal research is a legal research conducted by examining 

library materials or secondary data. In addition, juridical-normative legal research is 

defined as research that refers to legal norms contained in laws and regulations and 

court decisions. 

The conclusion of this research is that it is still not optimal in terms of the 

implementation of providing legal aid to people who can't afford it because it is 

influenced by several factors, namely the performance of law enforcement which is 

considered not optimal referring to violations that still exist in the field, the lack of 

ability and public access to quality legal aid, weak legal awareness of the community, 

as well as weak community participation and people's representatives in carrying out 

the supervisory function of policy making that have an impact on the community. 

 

Keywords: Legal Aid, Disability, Criminal Justice. 
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